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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan analisis yang telah diuraikan, maka penulis 
berkesimpulan : 
1. KPPU dalam melaksanakan tugasnya belum dapat berjalan secara efektif 
dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat, hal ini disebabkan KPPU tidak memiliki 
kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan. KPPU juga 
seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan dalam 
mendapatkan data-data perusahaan yang diindikasikan melakukan 
pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Data-data 
perusahaan yang termasuk alat bukti surat dan atau dokumen sangat 
diperlukan KPPU dalam melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan. 
Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
menyatakan bahwa pelaku usaha atau pihak lain yang diperiksa oleh 
KPPU terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat wajib 
menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Apabila dihubungkan dengan 
wewenang yang dimiliki KPPU pada Pasal 36 huruf i Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
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Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat KPPU berhak untuk 
mendapatkan dokumen atau alat bukti guna kepentingan penyelidikan dan 
atau pemeriksaan. Namun tidak adanya ancaman bagi pelaku usaha atau 
pihak lain yang tidak menyerahkan dokumen atau alat bukti lain semakin 
membuat KPPU kesulitan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 
Selain itu, belum terjalinnya kerjasama yang baik antara KPPU dengan 
instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap penanganan kasus 
dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, 
semakin membuat KPPU kesulitan dalam melakukan tugasnya karena 
kurangnya data pendukung. 
2. Pertimbangan tidak dimasukkannya kewenangan penggeledahan dan 
penyitaan oleh KPPU tidak ditemukan penulis dalam risalah pembentukan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun pertimbangan yang 
mencolok pada rapat pembentukan Undang-Undang adalah pendapat dari 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia DPR-RI. Fraksi PDI berpendapat, agar 
pelaksanaan pasal-pasal yang menyangkut tugas dan wewenang komisi 
tidak tumpang tindih dengan tugas dan wewenang lembaga-lembaga 
penegak hukum yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan. 
Fraksi PDI memandang, apabila kewenangan komisi akan dipersoalkan 
oleh lembaga lain yang memiliki kewenangan penyelidikan dan 
penyidikan, hanya akan menambah keruwetan dan kerancuan penegakan 
hukum. Penulis mengasumsikan bahwa KPPU yang merupakan komisi 
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super body tapi pada saat pembentukannya, khususnya terkait dengan 
kewenangan yang diberikan tidak mendapatkan perhatian yang khusus dari 
DPR sebagai pembentuk Undang-Undang. Kewenangan adalah hal yang 
sangat diperlukan bagi KPPU dalam bertindak untuk melakukan tugas 
yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
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B. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan 
saran sebagai berikut: 
1. Dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat, 
terutama terkait dengan status lembaga KPPU. 
2. Amandemen tersebut juga dititikberatkan pada tambahan kewenangan bagi 
KPPU, khususnya agar memiliki kewenangan untuk melakukan 
penggeledahan dan penyitaan. Apabila muncul ketakutan akan adanya 
tumpang tindih kewenangan penggeledahan dan penyitaan dengan penegak 
hukum lainnya, kewenangan penggeledahan dan penyitaan yang nantinya 
diberikan kepada KPPU bisa dilakukan secara terbatas, misalnya KPPU 
hanya dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan apabila telah 
mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri setempat dan pada bagian tim 
KPPU yang melakukan penggeledahan dan penyitaan harus terdapat unsur 
dari Kepolisian yang dimaksudkan terjalinnya kerjasama yang baik antara 
penegak hukum. 
3. Saran yang terakhir yaitu adanya perluasan definisi pelaku usaha, tidak 
hanya yang ada di Indonesia tetapi juga pelaku usaha di luar wilayah 
Indonesia yang berdampak pada perekonomian di Indonesia. 
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